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emperkuat dan mengefektifkan pengawasan bank adalah upaya yang secara 
berkesibambungan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam rangka itu BI 
mengeluarkan  kebijakan yang dikenal dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal 

(KKT) atau populer dengan single presence policy (SPP). Kebijakan ini menetapkan,  
setiap pihak, perorangan atau korporasi, hanya boleh menjadi pemegang saham 
pengendali (PSP) pada satu bank. Sesuai ketentuan, PSP adalah pihak yang memiliki 
saham suatu bank 25% atau lebih, atau mengendalikan suatu bank meskipun saham yang 
dimiliki kurang dari 25%. KKT tentunya berimplikasi pada pihak-pihak yang sudah 
menjadi PSP di dua atau lebih bank. Untuk itu kepada mereka diberikan tiga pilihan agar 
kepemilikannya pada bank sejalan dengan KKT. Pertama, melepas kepemilikannya 
sehingga hanya menjadi PSP pada satu bank. Kedua, menggabungkan (merger) bank yang 
dimiliki. Ketiga, membentuk/mendirikan bank holding company (BHC) dan mengalihkan 
kepemilikan bank kepada BHC. 

Salah satu PSP yang harus menyesuaikan diri dengan KKT adalah pemerintah sebagai 
PSP di empat Bank BUMN. Menjadi pertanyaan bagi kita pilihan apa yang akan diambil 
pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan KKT.  Namun, sebelum pilihan ditetapkan , 
KKT merupakan momentum tepat bagi pemerintah untuk mengkaji ulang  untung rugi 
memiliki bank, baik dalam kerangka kesehatan sistem perbankan maupun kesehatan 
bank secara individu. Pengalaman menunjukan, bank BUMN memiliki kinerja yang kurang 
cemerlang, dililit kredit macet melebihi jumlah yang dapat ditolerir. Padahal belum 
terlalu lama bank BUMN ini menghabiskan dana rekapitalisasi dalam jumlah yang 
menakjubkan. Dan tidak jarang bank BUMN dijadikan alat untuk kepentingan jangka 
pendek. Kehadiran bank BUMN dalam sistem perbankan juga membawa masalah yaitu  
timpangnya medan permainan. Sebagai milik pemerintah, bank BUMN mendapat 
keuntungan tertentu. Sementara itu sebagai perusahaan milik negara, Bank BUMN  juga 
terkendala atauran main yang berlaku khusus untuk perusahaan milik negara. Seperti 
misalnya untuk menyelesaikan kredit macet,  dibutuhkan prosedur khusus yang tidak 
efisien untuk dilaksanakan. 

Dengan demikian, pilihan optimal adalah melepas kepemilikan pemerintah pada bank 
BUMN. Pilihan ini merupakan yang terbaik untuk kepentingan pemerintah maupun bagi 
sistem perbankan. Melepaskan kepemilian pemerintah bukan hanya sebatas privatisasi, 
akan tetapi menjual dan menyebarkan kepemilikan kepada masyarakat sehingga akan 
terjadi pemisahan antara kepemilikan dan kepengurusan yang dalam literatur korporasi 
dikenal dengan Berle-Means Corporation. Bila opsi ini yang ditempuh maka cara yang 
efektif adalah melalui pasar modal. Baik melalui pencatatan di bursa domestic maupun 
di bursa negara lain.Untuk mencapai hasil optimal tentu saja sebelum melakukan listing, 
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kinerja bank bumn tersebut harus diperbaiki dan neraca bank dibersihkan dari obligasi 
rekap, misalnya dengan melakukan buyback. Kepemilikan tersebar memiliki keunggulan 
tersendiri. Terpecahnya kepemilikan akan menjadikan pengurusan dilakukan oleh 
outsider, tanpa direcoki oleh “kepentingan”  jangka pendek pemilik. Pengelolaan oleh 
outsider ini akan meningkatkan kinerja bank sehingga pajak yang diterima pemerintah 
meningkat.. Risiko bila  pemerintah tetap mempertahankan diri menjadi PSP adalah 
bertanggungjawab secara finansial apabila bank mengalami kesulitan keuangan. Sesuai 
ketentuan, PSP bertanggung jawab penuh kalau bank mengalami kesulitan keuangan, 
terlepas dari kesulitan keuangan tersebut diakibatkan kesalahan PSP. 

Pilihan merger akan menciptakan suatu bank besar yang dapat berfungsi sebagai 
bank internasional dalam pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia. Pilihan ini cukup 
rumit, mulai dari penyesuaian system, penyelarasan budaya kerja dan yang paling sulit 
adalah menghindari agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena, mau 
tidak mau merger mengakibatkan PHK yang pada gilirannya akan membawa masalah-
masalah social dan politik. Pilihan terakhir, yakni mendirikan BHC sedikit lebih gampang. 
Hanya saja pilihan ini mestinya tidak diambil, bila tujuan yang dicapai adalah bank dan 
system perbankan yang sehat. Konsep BHC dikenal di AS dengan dikeluarkanya The Bank 
Holding Company Act pada tahun 1956. Menurut Undang-undang ini BHC adalah setiap 
perusahaan yang memiliki saham minimal 25% pada suatu bank. BHC dimaksudkan untuk 
menghindari pembatasan pendirian cabang antar negara bagian (interstate branching) 
yang waktu itu diterapkan di AS dan juga untuk kepentingan pajak. Konsep BHC 
kemudian diperluas menjadi Financial Hoding Company melalui Gramm Leach Bliley Act 
yang ditandatangi Presiden Clinton pada November 1999. Baik BHC maupun FHC berada 
di bawah pengawasan bank sentral AS yaitu Federal Reserve. 

Pilihan manapun yang akan diambil, satu hal yang penting adalah pilihan itu harus 
bertujuan untuk menciptakan bank dan system perbankan yang sehat  sehingga tidak 
menjadi beban keuangan pemerintah. 
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